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ge@igmgan dan penyusunan e-faktur, beserta pelaporan SPT PPN seyogyanya mengikuti peraturan

r;;tr@laﬁg ufidangan yang diterbitkan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap
tga&rgusgha yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib membayar pajak
derni %ﬁergJUJudnya kepatuhan dalam menghitung, menyusun, dan melapor pajak. Penelitian ini secara
@Es@ dngi. mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap
perhittingan, penyusunan faktur pajak, dan pelaporan SPT PPN ini. Secara metodologi, penelitian ini
@%ﬁt %ualltatlf dan desain penelitiannya adalah studi kasus. Dalam segi perhitungan, tingkat
ke@atyhan memasuki Kkriteria sangat baik, karena tidak ada kesalahan yang terjadi selama bulan
pe@elﬂlan adapun penyusunan e-faktur, dan pelaporan SPT PPN oleh PT Mitra Legi Sampoerna pada
bul@nﬁpenelltlan (Januari, Maret, dan Mei), tingkat kepatuhan PPN kurang baik, karena terdapat
betﬁrapa pembetulan dalam penyusunan dan pelaporannya yang bersifat nonmaterial, yaitu salah
kofort antarakuantitas dengan harga, kesalahan alamat, dan data yang tidak terinput. Kesimpulan yang
pefﬁjlg dapatkan adalah baik perhitungan, penyusunan e-faktur, dan pelaporan melalui SPT PPN

selér@ bularsdanuari, Maret, dan Mei tingkat kepatuhannya sudah sangat baik.
Kata Eunm. Pajak Pertambahan Nilai, E-faktur, SPT PPN
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Thes cﬁlculatlons and electronic invoice making, along with the monthly value added tax returns is
supé)%edly gone according to the official penal code of the Republic of Indonesia. Value added tax is
one’ofthe payable taxes by non-state sponsored corporations operating in Indonesia. The emphasis of
thi@r@jsearch is to analyze and to discover what extent the level of compliance is withheld by PT Mitra
Le@ Sampaoerna (equivalent to private corporation), a sugar refining company. This research is
qua;hétlve imnature focusing on case study of PT Mitra Legi Sampoerna. The electronic invoice and
eleetronlc value added tax returns on January, March, and May 2018 are the main interests on this
paﬁer In terns of calculation, the level of compliance entered the criteria very well, because there
were no eregrs that occurred during the month of research, as for the preparation of electronic
invoices, and-reporting of monthly value added tax returns by PT Mitra Legi Sampoerna is not good.
However, several miner, immaterial errors were discovered that is to say, misalignment between the
columns for=price and quantity, along with inaccurate customer address was recorded, and some of
the data isnzt entered to the electronic value added tax returns. The result of this research is that
calculationsg*done and shown in the electronic invoice and electronic value added tax returns are
reportedly proper in compliance of VAT.

Keywords: Yélue Added Tax, Electronic Invoice (e-faktur), Electronic Value Added Tax Returns (e-
SPT)
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PENDAHULUAN

Pajak-merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara Indonesia. Penerimaan ini
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pembiayaan utama
- untyk-semuagpengeluaran. Saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan
wl@lﬁazarang terkendala karena krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan
= t%rgarﬁggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditujukan
u:n@k3 meciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber penerimaan ini ditujukan untuk
ﬁle@lﬁaél proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara
rﬁegjahcsangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk mewujudkan
p‘e@bﬁn@unam nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata. (Sumber: www.tempo.com).

Co—U

Z& Secara umum, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari iuran
= a@tg dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan

nsecara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutnya dilakukan berdasarkan undang-undang.

§s penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun tiap tahunnya,

@jmlhkl porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lain. Pajak merupakan sektor
éthegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.
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jakomemiliki berbagai jenis, sifat, subjek dan objeknya, serta tarif yang ditetapkan. Salah
t 5( yang diterapkan bagi Warga Negara di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
e%uﬁﬂut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat
ke@d_a kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
o timbal (kontgaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
X pe@%uaran umum. Pajak merupakan bagian paling penting sebagai penopang anggaran penerimaan
@ ne@ara, sehingga pemerintah harus menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bahkan setiap tahun,
perﬁegmtah Ihdonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan meningkatkan
tax:rﬁlo
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- Salahssatu pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam
pe&wlt%ngan PPN, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diamandemen menjadi
Nomgr 42 Tahun 2009, pada bab IV pasal 7 dinyatakan bahwa besarnya PPN atas tarif x DPP. Dasar
Per%(-maan Pajak (DPP) ini terdiri dari beberapa jenis, yakni Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena
Pa@’ngKP) dan jenis lainnya. Sewaktu-waktu tarif dapat berubah seiring dikeluarkannya Peraturan
Pe@e%mtah Secara konstituisonal, perubahan tarif dibatasi minimal 5%, dan maksimal 15%. Dengan
kata lﬁln pethitungan pajak merupakan suatu kegiatan yang kompleks sehingga tidak kecil risiko
ke@lahanan baik yang disengaja maupun yang tidak, harus selalu dipertimbangkan.

5 2 Bedasarkan peraturan perpajakan terbaru, yakni PER 26/PJ/2017, dapat dimengerti pada pasal
1 ayat pertamha bahwa Faktur Pajak berbentuk Internet, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah
Faktur PajaK.yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan
oleh DJP. Dan pelapor pajak pertambahan nilai dianjurkan tetap melaporkan pajak masukan, maupun
pajak keluaran ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berlokasi di beberapa lokasi di Indonesia.
Serta fakturpajak pajak pertambahan nilai (PPN) wajib diisi oleh mereka, selama akhir bulan dalam
setahun penah.

Mengju peraturan mengenai SPT, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
(PMK) Nomer 9/PMK.03/2018 mengenai perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang
SPT PPN dapat dipahami dalam pasal 3A ayat ketiga, dan keempat bahwa SPT Masa PPN wajib
disampaikan.setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik yang wajib disampaikan
oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah. SPT PPN harus dilaporkan setiap akhir bulan
dalam setiagsperiode (Januari - Desember). Pelapor pajak juga diwajibkan untuk melaporkan hasil dari
perhitungansRPN perusahaan mereka setiap akhir bulan.
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, Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian mengenai e-faktur PPN, salah satunya Riya
Dwi Handaka (2019). Menurut peneliti tersebut, penerapan e-faktur di lingkup KPP Pratama Metro
sudah efektifcHal ini diketahui dari tercapainya ketiga indikator yang meliputi ketepatan penggunaan,
hasil guna, dan menunjang tujuan. Jawaban para interviewee mengarah bahwa penerapan e-faktur

Usucbah?tepat guna, berhasil guna, dan sudah menunjang tujuan dari pemberlakuan e-faktur pajak itu
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= Meskt pelaporan pajak yang semakin dipermudah, yakni berbasis internet; namun terdapat
u@glﬁnan bahwa kesalahan sering terjadi dalam pelaporan PPN dalam suatu perusahaan. Sebagai
rgoﬁnya yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna. Penulis menyadari bahwa PT Mitra Legi
@p@eﬁqa (MLS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur gula. Dengan dibantu
egj@llckantor yang berlokasi di Kelapa Gading; dan pabriknya yang berlokasi di Cileungsi, maka
sahagn ind senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan lain dalam pengiriman, dan

pembe a‘@n (produksi).
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2 c FEI' Mitra Legi Sampoerna memiliki omzet rata-rata pertahun kurang dari 4,8 Milyar, tetapi
@thlﬁukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan hasil produksi berupa bahan makanan, yakni
. PEMitra Legi Sampoerna juga ditetapkan sebagai perusahaan yang beregerak di Usaha Mikro
Ii/l&]engah (UMKM) sebagai perusahaan menengah, karena berbentuk PT. Perusahaan ini wajib
lzaygr dan melaporkan PPN setiap bulan. Tetapi ada masalah yang timbul dalam perhitungan,
pe rﬁbya’t‘én e-faktur, dan e-SPTnya, karena tidak semua barang kena pajak yang diproduksi dikenakan
5 PP RI ®leh karena itu beberapa hasil beberapa faktur pajak, dan SPT yang dilaporkan PT tersebut salah
dargharus diperbaiki. Selain itu, PT Mitra Legi Sampoerna juga melakukan ketidaktelitian dalam hal
@ ketidlaklengkgpan data, seperti tidak adanya faktur pajak sebagai bukti keluar masuknya barang, surat
= jalan,sfaktur penjualan dan pembelian atas transaksi keluar masuknya barang di perusahaan, beserta
tanda%ngan pada beberapa surat jalan, sehingga laporan tersebut harus diaudit oleh auditornya.
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£ m Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisis sampai sejauh mana kepatuhan
pajgk erhadap perhitungan, penyusunan E-Faktur, dan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai atau
yang debih dikenal dengan PPN. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk
perﬁbénahan administrasi perpajakan dalam menghitung, menyusun E-Faktur, dan melaporkan SPT
dergi “tercapainya kepatuhan pajak yang baik, dan menerapkan perhitungan, penyusunan, dan
pelgpéran SPT PPN secara baik dan benar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi
pemekﬁl selapjutnya sebagai referensi dengan topik yang sama.

KAJIAN PUSTAKA

1 ueunsnAua
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Paj%k%dalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
meDdapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmurafi rakyat. (Mardiasmo 2016:26). Definisi ini juga tertuang dalam Undang-Undang
Republuk Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.
Menurut Mardiasmo, terdapat berbagai jenis (tipologi) pajak, yakni:

No | Tip6logi pajak Jenis-jenis pajak serta devinisi | Contoh pajak bedasarkan

operasionalnya jenisnya
1 Mefibrut Pajak langsung, yaitu pajak @ Pajak Penghasilan (PPh)
golfgannya yang harus dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain

Pajak tidak langsung, vyaitu | Pajak pertambahan Nilai

3
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pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain.

(PPN)

daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah  tangga

daerah. Pajak ini terdiri atas:
(1) Pajak propinsi

pajak bahan bakar kendaraan
bermotor. Pajak
kabupaten/kota: Pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan

(2) Pajak kabupaten/kota
r: Perpajakan Mardiasmo (2016)

Su

2 —| Menurut sifat Pajak subjektif, yaitu pajak | Pajak Penghasilan (PPh)
o 9 X yang berpangkal atau
R berdasarkan pada subjeknya,
2a 3 o dalam arti memperhatikan
gl § 3l S keadaan diri Wajib Pajak.
x~ 3 é D(Aj—) Pajak objektif, yaitu pajak yang | Pajak Pertambahan Nilai dan
;ﬁg Sl berpangkal pada} objeknya, = Pajak Penjualan atas Barang
2233 tanpa memperhatikan keadaan | Mewah (PPN-BM)
2 38| dari Wajib Pajak.
3= o' Mengrut Pajak pusat, yaitu pajak yang  Pajak Penghasilan (PPh),
§ 3 dembaga dipungut oleh pemerintah pusat | Pajak Pertambahan Nilai dan
v S % pemungutannya | dan digunakan untuk | Pajak Penjualan atas Barang
23 28 o membiayai rumah  tangga | Mewah (PPN-BM), Pajak
35 2|®@ negara. Bumi dan Bangunan (PBB),
o3 g S & dan Bea Materai, Bea Cukai
5 52|5 - Pajak daerah, yaitu pajak yang | Pajak  propinsi: Pajak
CE o dipungut oleh  pemerintah | kendaraan bermotor dan
5
-
@
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5 Salahosatu pajak yang harus dibayarkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak
Peﬁambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau
jasa (falam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak
kogsumm yang dalam Bahasa inggris disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax
(GST ﬁ Pajak.pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung (indirect tax), maksudnya pajak
ersebyt disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak, atau dengan
kata lgin, peanggung pajak atau yang umumnya berupa konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung

pajgkglang ditanggungnya.

3¢ Setiap, pajak tentu dihitung dan disusun, salah satu instrument untuk perhitungan PPN ini
adéla menggunakan e-faktur. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha
kena pajak (RKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena
pajak (JKP)a. Surat Pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jenis-jenis SPT antara
lain SPT Masa dan SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar
terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib
pajak yang derbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN
Subjek Penelitian



- “Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dari penelitian ini
adalah Bapak HA selaku narasumber, dan Ibu J selaku manager accounting and finance di
perusahaan tempat penelitian berlangsung. Tax supervisor PT Mitra Legi Sampoerna bekerja untuk
memeriksa faktur pajak, memeriksa kelengkapan faktur pajak, melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan

o © o Pajak{KPP) ferdekat. Namun sayang, Bapak HA saat ini sudah mengundurkan diri dari PT Mitra
T 5 & kedi Sampoetna karena adanya urusan tertentu yang mengharuskan ia berhenti bekerja di perusahaan
& L§ @r@e@t sehifigga tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya diambil
TaT @l%’OOiI}ehﬂbu J, yang berprofesi sebagai manager accounting and finance perusahaan pemurnian gula
zcohicg =
' gi&gnﬂ(Bengumpulan Data
§ Eeé,k@t t;gknlk pengumpulan data yang digunakan:
= % %g Wawancara
~ 23 o \Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan
© § 5 4 BapakHA.
=4 g 25 Qbservasi
é DT 5 Qbsetiasi yang Peneliti dapatkan adalah soft-copy e-faktur dan e-SPT selama Januari, Maret,
3238 dfan Meei 2018. Disini Peneliti tidak meneliti data tahun 2019, karena pada saat peneliti
é = 5; § fendak memeriksa data di perusahaan, PT Mitra Legi Sampoerna yang diwakili oleh Bapak
= 3 =HA mengatakan bahwa data di perusahaan saat itu sedang diinput, sehingga Peneliti tidak
g- © 2 diperkenankan untuk meneliti data 2019.
- Te§n§< Analisis Data
5 392

5 3 Untuk. permasalahan dalam batasan masalah pertama, Peneliti telah memeriksa apakah
pe@lﬁmgannya terjadi kurang atau lebih bayar. Bila lebih bayar, maka akan dikompensasi pada
perjode berikutnya, sedangkan bila terjadi kurang bayar akan dipertimbangkan kemudian.

~ 3 Pajak-Masukan yang diperoleh PT Mitra Legi Sampoerna berasal dari pembelian BKP dan/atau
JKE ?ajak masukan akan dilihat dari setiap faktur pajak yang diterima apakah sesuai perhitungan
dengasn peraturan yang berlaku. Sedangkan pajak pajak keluaran adalah PPN yang dipungut
perilsghaan pada saat menjual BKP nanti juga akan dilihat dari faktur tersebut apakah PPN-nya sudah
sesﬁab dengan peraturan yang berlaku. Untuk memeriksa pajak masukan, penulis akan memeriksa
tragsﬂm yang terhutang PPN atau tidak. Adapun alasannya tidak semua transaksi yang terjadi di PT
M“ﬁaﬁ.egl $ampoerna ini termasuk PPN. Sehingga penulis akan memeriksa semua e-faktur dan SPT
ya@ terjadl di PT Mitra Legi Sampoerna umtuk menjawab pada batasan yang pertama. Pajak Keluaran
yang gilperoleh PT Mitra Legi Sampoerna berasal dari penjualan BKP. Untuk memastikan bahwa
perhitungan“PPN yang tertera pada e-faktur yang telah dibuat dengan peraturan perpajakan yang
berfakl hingga saat ini. Peneliti juga akan menghitung ulang dari hasil jual-beli yang terjadi selama
tahtin 2018gsilam untuk mengetahui sampai sejauh manakah tingkat kepatuhan pajak terhadap
perhitungan=PPN pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.

undede ynjuaq wejep 1ul siiN) eAJey ynanyas neie uelbeqas yeAueqladwaw uep ueanmnﬁuaw buede)iq g

Berdasarkan cara pengisian e-faktur yang telah dijabarkan pada Bab Il subbab 1 butir 3 poin d
dan yang teldh diilustrasikan pada Gambar 2.1., transaksi jual-beli yang terjadi di perusahaan akan
diperbandingkan dengan tetap berlandaskan kepada PER 16/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pembuatan
dan Pelapofan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, terutama pada dokumen e-faktur perusahaan
mengenai PBN yang telah dihasilkan pada periode 2018. Menanggapi hal ini, penulis telah memeriksa
sampai sejaufy mana tingkat kepatuhan pajak terhadap penyusunan e-Faktur yang dibuat oleh PT Mitra
Legi Sampderna sudah benar. Bedasarkan bulan Januari, Maret, dan Mei 2018 silam, beserta bukti
transaksi yamg telah terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun yang sama, sebagian transaksi
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- 4/ang telah dikirim ke Batam tidak dikenakan PPN. Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk

memeriksa sampai sejauh mana penyusunan berbagai transaksi tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan
untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak terhadap penyusunan e-
faktur-pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang

o berlaku.

wm

§ S o Pelapgran SPT oleh PT Mitra Legi Sampoerna yang sudah dilakukan perusahaan pada akhir
@tlﬁh; di periode 2018, telah disesuaikan berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai
pertbahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT PPN. Penulis telah memeriksa beberapa
data @r@ahaan mengevaluasi pengisian SPT yang diisi perusahaan. Penulis juga telah mengevaluasi
tﬁ perrgman SPT yang ada, dan mengevaluasi apakah PT Mitra Legi Sampoerna ini melaporkan SPT
c_ar@tgpat waktu atau tidak. Setelah memperoleh hasil analisa tersebut, pertimbangan Peneliti
engénai sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pajak terhadap pelaporan SPT masa PPN pada tahun
JfB:oI%h RPT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
r k%n dapat terjawab.
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okasi Penefitian

c

Liokast penelitian kualitatif yang Peneliti jalankan berada di kantor PT Mitra Legi Sampoerna
y berfokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lebih tepatnya, lokasi kantor ini berada di Kokan
Gading Trade Center Blok F no 25 JI. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
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PT Mitra Legi Sampoerna saat ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang

= manu%aktur dengan bahan akhir adalah gula. Perusahaan ini telah memproduksi gula dalam berbagai
ol jenis Sebagaiarang yang diperjual belikan. Saat ini bedasarkan salah satu karyawannya PT Mitra

Le@i ampoerna saat ini memproduksi gula nektar untuk kopi, dan kue. Adapun beberapa jenis gula
yang @aat inigiproduksi antara lain: gula pasir, gula halus, gula cair (gula tus), gula batu, dan gula
kaﬁoE(gula rafinasi). PT Mitra Legi Sampoerna juga memiliki front pabrik yang berlokasi di

Nalee ng, CHeungsi, Bekasi. Di pabrik inilah semua jenis gula yang telah Peneliti sebutkan

deI:‘O uksi.

Dmgu Penelitian

Dari §S| waktu, jangka waktu yang Peneliti lakukan untuk perealisasian penelitian ini adalah 1 (satu)
tahunUHaI int,disebabkan karena perlu menunggu data terbaru dari PT Mitra Legi Sampoerna. Disisi
Ialﬁ penelitFhanya menginput data tahun 2018, karena pada saat penulis menanyakan ke subjek
pergelﬁlan dikatakan bahwa data pada saat itu sedang diinput, sehingga tidak diperkenankan untuk
meieliti di ehun tersebut.

Pe@ggcekan Keabsahan Data Penelitian

Di sisi lain, @alam kebsahan data penelitian, penelitian kualitatif Peneliti ini dilengkapi dengan surat
ijin riset dariPPT Mitra Legi Sampoerna, sehingga data yang diperoleh adalah data asli dari
perusahaan fersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BedaSarkan analisis dari hasil wawancara dengan Bapak HA dan hasil dokumentasi berupa
soft-copy e-SPT dari Ibu J di PT Mitra Legi Sampoerna, selama bulan Januari, Maret, dan Mei 2018
dengan pengertian Pajak Pertambahan Nilai, Peneliti memahami bahwa SPT PPN PT Mitra Legi
Sampoerna memiliki revisi yang pelaporannya tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan pajak di PT
Mitra Legi Sampoerna sangat baik dengan tingkat kebenarannya adalah 85.

6
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z < Perhitungan PPN perusahaan menggunakan aplikasi e-tax invoice sejak 2015, sebagaimana e-
tax invoice adalah program pemerintah dalam penyusunan faktur pajak. Perhitungan PPN pada Januari,
Maret, dan (viei 2018 tidak terjadi kesalahan, karena hasil perhitungannya sudah direkap melalui
aplikasi terseput. Perhitungan PPN pada Januari, Maret, dan Mei 2018 tidak terjadi kesalahan, karena

= hasil perhitungannya sudah direkap melalui aplikasi tersebut. Menurut konsep kepatuhan, Wajib Pajak

~ Badart dengafi-transaksi barang dan jasa perlu mengikuti aturan secara baik dan tepat. Bedasarkan teori

@ Ige@tahan maka terdapat tujuan untuk meningkatkan efektifitas penerapan PPN pada perusahaan.

C =
< Dalami hal ini terdapat 4 krikeria dengan rentang sebagai berikut: Kriteria pertama “sangat baik”
Q)

5 de @1 FentaRg 85 — 100; kriteria kedua “baik” dengan rentang nilai 70 — 84; kriteria ketiga “cukup

= ... et . . . oy -

;@L ”%deggan rentang nilai 50 — 69; dan kurang baik dengan rentang nilai 0 — 49.
ad v o .. .. .

3 Meglgrutzmarasumber dalam penelitian ini, Bapak HA mengungkapkan hal berikut:

é %Uﬁt@ penydsunan Faktur Pajak keuangan di PT Mitra Legi Sampoerna sudah menggunakan sistem

e @)I@(@Jﬁlé taxmvome sejak Juli 2015 sebagaimana diterapkan dalam peraturan Dirjen Pajak”™.

~ 0 g c C

§ Adapuyn gjetall perhitungan yang dilakukan oleh PT Mitra Legi Sampoerna pada e-faktur selama

= ﬁe@od;e @rsebut dapat dimengerti pada gambar 4.2 di bawah ini.

8 g © g‘ C -

S857% 2

S 2aS § -

@ 3z

= > =

2 52 E Gambar 4.2

- o 3, Q

— 2 p— - - - -

© 2o Detail perhitungan PPN PT. Mitra Legi Sampoerna

P — =4 77 i

é _&ug MNama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga JUSEE:‘Q?:I;:_::EHIUE”Q

g g g:lg}ca‘gtiral_aoa@a S0 g 37.600.000,00

Hs%g%.Jual !/ Penggantian 37.600.000,00
Digurgngi Potongan Harga 0,00
Di%ﬂrﬁngi Uang Muka 0.00
Dgsagpengenaan Pajak 37.600.000.00
PI'—Q-_f_t.I %10% ®x Dasar Pengenaan Pajak 3.760.000,00
TEEZ|%FI‘IBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0.00

Suﬁhbgr Kutipan salah satu e-faktur PPN yang dibuat PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018

Be%@kat menuju permasalahan kedua dari penelitian, penyusunan e-faktur pada PT Mitra Legi
Sampyerna Sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun dalam penyusunan faktur
pajgkiersebut terjadi revisi (perbaikan) atau pembatalan e-faktur tersebut bila terjadi suatu kesalahan.
Dafarﬁ hal dni, peneliti meminta pendapat marasumber mengenai kesulitan yang terjadi selama
perg/L%unan g-faktur yang dibuat olen PT Mitra Legi Sampoerna. Berikut adalah pandangan Bapak
HA dalam wawancara tertanggal 14 Oktober 2019:

“Selama ped¥usunan faktur pajak tersebut, ada saja beberapa kesulitan yang terjadi, seperti: aproval
faktur yang Sering di reject, kedua kesalahan pengisian data yang menyebabkan harus terjadinya faktur
pajak pengganti maupun faktur pajak pembatalan.”

Adapun penygebab kesulitan diatas, narasumber juga mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Ada bebera;a hal yang bisa menyebabkan timbulnya faktur pajak pengganti ataupun pembatalan
tersebut. Faktur pajak pengganti yang timbul biasanya disebabkan karena human error yang dilakukan
oleh si pemBuat invoice tersebut, seperti: harga yang salah, kuantitas yang salah, dan alamat yang
salah.” ~
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Berikut ini adalah bukti dari pendapat narasumber yang dirangkum dalam gambar 4.3 dibawah ini.

- T Gambar 4.3

o O =
o g o) Kesalahan yang terjadi di e-faktur PT Mitra Legi Sampoerna
T Kﬁtﬂrﬁ @50Kg
- R £000 x 9400 37.600.000,00
&u@l@ —gﬂ -faktur PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018
5o
ée&a@ﬁrl@an gambar di atas, menurut narasumber dapat dimengerti bahwa terjadi keterbalikan antara
lga@a%iaa kuantitas barang yang dijual ke pihak pembelinya, dimana menurut narasumber, faktur pajak
yang @erﬁr dapat dilihat pada gambar 4.4
5823
v T I C
55% a Gambar 4.4
=2 = Revisi e-faktur pajak menurut PT Mitra Legi Sampoerna

%‘ggg‘gfﬁ 0K 37.600.000,00

Sumlﬁr e-faktur PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun 2018

Se@r% yang~dijelaskan pada sub-bab A point a menyangkut sejarah singkat perusahaan, dapat
dlrﬁe@gertl kahwa PT Mitra Legi Sampoerna adalah salah satu perusahaan yang hasil akhir
praduksinya adalah gula. Seperti yang kita ketahui, gula adalah salah satu sembako di Indonesia, maka
lebih getail Bapak HA mengemukakan hal berikut berkenaan dengan produk yang menjadi objek pajak
PPﬁl Q I E-fakturnya:

“Uﬁtu_k PT Mitra Legi Sampoerna karena bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok, untuk
saaﬂﬁl kitaadalah gula kastor atau gula halus. Dimana gula kastor dan gula halus bukan merupakan
gu% I@msum& yang sebagaimana diterapkan dalam PMK bukan objek pajak atas gula pasir, sehingga
gu]é l;alus gula batu, gula semut yang kita produksi tersebut harus menggunakan faktur pajak.”

Seéma bebérapa tahun terakhir, dalam SPT PT Mitra Legi Sampoerna mendapatkan transaksi PPN
tldék gilpungut dengan tujuan ke Batam. Batam adalah salah satu daerah bebas pajak, sehingga PPN
t|d8< berlakw pada daerah tersebut. Kendati demikian, sebagian e-faktur yang dibuat oleh PT Mitra
Legi Sampoerna dengan tujuan ke Batam dikenakan PPN. Untuk mengetahui hal tersebut Bapak HA
mengatakan;;

“Untuk PPN tidak dipungut, kita pernah terjadi di tahun 2016 dan 2017, dimana kita menggunakan
kode transaksi 07 sebagai kode transaksi atas PPN tidak dipungut ke kawasan bebas. Menurut saya,
sah-sah sajaizhanya saja PPN itu tidak dipungut dan apabila terjadi lebih bayar di akhir tahun pajak
karena kita bukan PKP pasal 9 maka kita berhak untuk meminta restitusi kepada negara, tapi hal itu
merupakan ik bagi wajib pajak atau PKP yang saat itu. Faktur pajak harus menggunakan kode
transaksi O7Z0: sebagai kode transaksi ke kawasan bebas. Cara mengatasinya adalah betul-betul
memperhatikan kalau faktur pajak itu benar-benar tujuannya ke Batam dan memastikan kita akan
menerima biékti endorgement dari lawan transaksi.”
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Mei 2018 tidak mengalami keterlambatan dalam penyusunannya. Adapun bukti pelaporan PT Mitra
Legi Sampoérra dapat dilihat pada tabel 4.1.

5 Tabel 4.1
- D g Proses pelaporan PT Mitra Legi Sampoerna
% ‘Bitilan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 PMK Perusahaan
53 242/PMK.03/2014)
3 jaguqﬁ 28 Februari 2018 23 Februari 2018
= Maret 30 April 2018 18 April 2018
5 - Meis 30 Juni 2018 21 Juni 2018
§' @ﬁdé rkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa PT Mitra Legi Sampoerna melakukan
ﬁ,ergbﬁyatjtan dan pelaporan secara tepat waktu, meskipun didapatkan hasil berupa lebih bayar pada
@Pgn&a.g
3529 PEMBAHASAN

525 Pada fnasa Januari, Maret, dan Mei 2018, cara perhitungan PPN PT Mitra Legi Sampoerna
ﬁrd@ fadaaterjadl kesalahan perhitungan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
setfagﬁi amandemen ketiga dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Ba@rgg dan Jasa Pengkreditan dilakukan dengan mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak keluaran,
selisih kurang:bayar maka oleh perusahaan dilakukan penyetoran, sedangkan selisih lebih bayar akan
dirés'tﬁusi / dikompensasi.

m Kendati demikian, Peneliti juga menemukan bahwa sebagian perhitungan PPN perusahaan
meﬁgalaml kesalahan pada letak desimal, namun perusahaan tetap tidak memperhatikan kesalahan
Ie@( gesmal di e-faktur yang ada selama bulan Januari, Maret, dan Mei tahun 2018.

3 3 o Selamia bulan Januari, Maret, dan Mei 2018, penyusunan faktur pajak PPN PT Mitra Legi
Samp@erna terjadi beberapa kesalahan dalam penyusunannya, namun sudah sesuai dengan Undang-
Ungaﬁg No. 42 Tahun 2009 sebagai amandemen ketiga dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1984
tentang Pajak-Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Hal tersebut terjadi karena human error. Menurut
na@sﬁmber imemang semua kesalahan yang dibuat oleh PT berasal dari human error.

g = Dalam penyusunan e-faktur pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2018, penulis juga menemukan
ketﬁctg@k lengkapan data yang mendukung e-faktur untuk dilakukan pemeriksaan (audit) secara annual.
DaParﬁ hal inizpenulis menemukan kesalahan diantara beberapa e-faktur yang dibuat perusahaan antara
|alf¢' pertama; keterbalikan antara kolom kuantitas dengan harga khususnya di faktur pajak pengeluaran
ya@ dibuat®T Mitra Legi Sampoerna; kesalahan kedua, terdapat ketidak telitian dalam penginputan
alamat pembeli dari perusahaan, sehingga kedua permasalahan diatas harus dibuat faktur pajak
perbaikan; dan pada SPT PPN perusahaan yang bersangkutan, terdapat kesalahan ketidak-terlitian
dalam pengtnputan PPN ditanggung perusahaan tyang tidak diinput. Menurut ibu J, salah satu
informan Pepeliti, PPN digunggung tidak dibuatkan Faktur Pajak. Dan untuk pelaporan global,
seluruhnya fangsung dimasukkan ke keseluruhan jumlah. Pada masa tahun pajak 2018 pada bulan
Januari, Mafet, dan Mei, penyusunan SPT PT Mitra Legi Sampoerna tidak terjadi kesalahan dan telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa. Dan PT Mitra Legi Sampoerna tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan
pelaporannya, sehingga tidak dikenakan denda sebesar Rp 500,000.
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PENUTUP
Kesimpulan

— Bedasarkan penjabaran dan penelaahan keseluruhan bab dalam penelitian ini, Peneliti dapat
= meﬁyﬁnpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap perhitungan, penyusunan, dan pelaporan SPT PPN
o [%d;é BT Mitea Legi Sampoerna selama tahun 2018 memasuki kriteria yang sangat baik, meskipun
= @r@(ﬁ kesalahan yang bersifat nonmaterial seperti keterbalikan antara kolom kuantitas dan harga;
késa;lahan pada alamat pembeli barang dari perusahaan; serta ketidaktelitian dalam penginputan
emberitahuan (SPT), sehingga SPT yang dilaporkan tersebut harus dibuat revisi sebagai

tufan atas SPT yang dibuat perusahaan.

&!
A2 yFed)
ﬂ%

% Dalarm perhitungan PPN yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna tidak terdapat kesalahan
‘@papun;zhaik kesalahan pada desimal dan sejenisnya, Peneliti tidak menemukan kesalahan yang
nilk%n rédpa untuk menghitung ulang, karena hasilnya sudah terinput di sistem atau program e-
x‘rﬁngm&e yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mempermudah perhitungan
rgpgnﬁjsunan PPN di PT Mitra Legi Sampoerna. Dalam penyusunan e-faktur PPN PT Mitra Legi
aﬁi\pae@a seluruh penyusunannya umumnya sudah tersusun dengan baik, namun terjadi kesalahan
ng b Eerﬁfat hon-material seperti yang telah dijabarkan di paragraf pertama di atas. Dan, dalam

2 Igpera@ SPT PPN perusahaan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan, meskipun terdapat

> bét%rgp@rewa yang dllaporkannya setelah tanggal pelaporan. Adapun kesalahan yang dibuat adalah

@) uep SZPu
Ygun e

n

Teg!
a‘%

u

uebunuaday ueyibniaw yepiy uedianbu
u
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3 Adaptn saran bagi PT Mitra Legi Sampoerna berupa himbauan untuk peningkatan ketelitian
dalﬁngpenyusunan e-faktur, dan pelaporan SPT PPN, meskipun sudah dilampirkan dan dilaporkan di
SPT BPN PT:Mitra Legi Sampoerna selama tahun 2018. Selain itu, perusahaan juga dihimbau dalam
perigupayaansuntuk selalu menambah wawasan terutama yang berkenaan dengan peraturan
perpajakan yang terbaru dan pembararuan sistem penginputan E-Faktur untuk menghindari

ke% an-kesalahan yang seharusnya tidak perlu.

5- 3 Tak lupa saran bagi peneliti selanjutnya berupa menanyakan lebih lanjut mengenai tingkat
ke@éltahan térhadap perhitungan, penyusunan, dan pelaporan PPN di PT Mitra Legi Sampoerna pada
perf_féoge berikuitnya untuk mengetahui kesalahan yang selain Peneliti jabarkan, dan mencari solusi
unmkg;nenghlndarl kesalahan yang tidak seharusnya terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

] ueun
wns u
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semangat kepada Peneliti untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai
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Thomas Julius, sebagai sahabat peneliti yang memberikan dukungan dalam penelitian ini.
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h|r kata, Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu,
emoga penelitian ini dapat membuka wawasan baru dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang
nenenelity topik serupa.
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